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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. 'BUPATI BOALEMO

bahwa untuk meiaksaﬁakan- ketentua_n '-pada' Pasal 19 dan. -

- Pasal 21 Perat_uran'_Daeréh Kabu.paten_Boaiemo Notncir 2 Tahun . -

20 1.8 téntang Penyele'nggaraan Pe'merintahan Desa maka ”pefhi

| membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan dan Orgamsasi

Tata Kerja Pemenntah Desa; -

Bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dnnaksud g

- | 'dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo
' ‘/ 1 ~ tentang Susunan Orgamsaeran Tata Kerja _Pemen_ntah Desa_. '_

Undang~Unda}1g Nomor 50 Tahun 1999 tentaidg Pembentukén .

Kabupaten Boalemo (Lernbaran Negara Republlk Indonema_';_-" :

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk AR
Indone31a Nomor 3899), sebagalmana telah d1ubah dengan'-f

Undang——Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubaha_n_ -

atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk;--' -

Indone31a Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara -
Repubhk Indonesia Nomor 3965),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan _'

- Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Repubhk' _

| Indone31a Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

| Repubhk Indonesia Nomor 5234], :




3: Uhdang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lerﬁbaran

Negara Reﬁublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Téhun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa {Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaira Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk S
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); |

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Ta.hun 2015 tentang

Susunan Orgamsas1 Dan Tata Kerja Pemermtah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor. 2 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten
Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 .

2

Nomor 2}, .




MEMUTUSKAN

Menetapkan. : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA |
KERJA PEMERINTAH DESA | |

 BABI

'~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

| 1.

3

Kabupaten adalaﬁ Kabupaten Boalemo.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo. -

Bupati adalah Bupati Boal_emo.-'

_ Ca_maf adalah pemimpin Kecamatan yang berada' di bawah dan _

beftanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan m'asyaraké.t hukum yang memih'ki batas- -
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ‘berdasarkan .

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional

yang diakui dan d1horrnat1 dalam sistem Pemermtahan Negara"

_ Kesatuan Repubhk Indonesza

." Pemerintahan Desa o adalah  penyelenggaraan  urusan
‘pemerintahan dan. 'kepentingan masyarakat setempat dalam

~ sistem pemenntahah Negara Kesatuan Republik Indonema

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa .'

" sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Desa.

.Kepala Desa adalah pe_]abat Pemermtah Desa yang mernpunyau -

'wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan::

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan

Pemenntah dan Pemermtah Daerah

.. Badan Permusyawaratan Desa yang Selanjutnya dlsmgkat BPD |

adalah lembaga yang melaksanakan fungsu pemenntahan yang'

' anggotanya mempakan wakil dari penduduk desa berdasarkan |

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokl_"at{s.

5




10. Perangkat Desa adalah Pembaﬁtu_ Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan 'desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

~ bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Prdgrarn Kerja Tahunan Perangkat Desa yang selanjutnya
disingkat PKT Peréngkat Desa adalah program kerja yang.
disusun Peréngkat Desa yang berisi rencana kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya. |

'13. Laporan Pelaksanaan ’I‘u_-gas Perangkat Desa yang selénju_tnya_
disingkat .LPT Perangkat Desa adalah laporan yang disusun
Perangkat Désa yang ‘berisi hasil pelaksanaan tugas dan

' fungsinya.. |

14. Laporan Kih_erja Kep_ala Desa yang selanjutnya disingkat LK
Kepala Desa 'a_dala'h laporan yang disusun Kepala Désa-yang -
berisi capalan kinelj'ja'K'epa.la De'sé. dalam melaksanakan fugas
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan_ desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

15. Desa Swasembada, Desa Swakarya, Desa Swadaya adalah
~ klasifikasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan peraturan
iaerundang-undangan yang meﬁgatur' tingkat pefkémbangan'

desa.

BAB II |
' STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI-
Bagian Kesatu

‘Struktur Organisasi

Pasat 2 |
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat '
Desa. | | '

{2} Perangkat D_esa sebagaimana dimaksud pada aya_.t (1) terdiri |

atas:
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a. Sekretariat Desa;
~ b. Pelaksana Kewilayahan; dan -
¢. Pelaksana Teknis. |

{3) Perangkat Desa sebagainiana dimaksud pada ayat (2)

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretanat Desa sebaga;mana dlmaksud dalam Pasai 2 ayat (2}
' "huruf a d1p_u_np1n oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur
staf sekretariat.

_ "(_2) S_ékretaﬂat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

" banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan
Umum, Urusé_m Keuangan; dan Urusan Perencahaah’, dan paling
sedikit 2 (dua) _Urusan_ yaitu Ufusan ‘Umum dan Perencanaan,
dan Urusan Keuéﬁgan. | |

(3) Masing-masing Ufﬁsén_ sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Kepala Urusan.

- . Pasal 4

(1_) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
~ ayat (2)' huruf b fnerupakan"unsuf_ pembantu Kepéla Desa
sebagai sat:uan'tu'gas kéwilayahan. “
(2) Jumlah Pelaksana Kevmlayahan sebagalmana dimaksud pada
o ayat (1) dltentukan secara proporsional antara Pelaksana "
Kewil.ayahan yang dibutuhkan dengan kemampua_n.keuangan |
desa 's'erta memperha‘dkah 1uas wilayah kerja, karakteristik .
geograﬁs, Jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana
penunjang tugas ' '
.. (3) 'Tugas kewﬂayahan sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1)'
meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan '.

pembangunan desa, pembinaan kemasyara.katan desa, dan

pemberdayaan tnasyarakat desa.
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(4) Pelaksana Kéwilayahan dilakSaﬁékan oleh Kepala Dusun.

Pasal S5

(1). Pelaksana Teknis sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf C merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebaga1

pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana Téknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak.tefdixi atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi
 Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi
yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan

Pelayanan.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

_dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Pasal 6

(1) Kepaia Desa berkedudukan sebaga_l Kepala Pemenntah Desa’

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

{3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentramari dan
keteruban ‘melakukan upaya perlmdungan masyarakat_
admm1stra31 kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah, '

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunaﬁ sarana

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendldlkan, _

kesehatan




"

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksénaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial .

budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, ‘seperti tugas ‘sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

: liflgkungan hidup, pemberdéjraan keluarga, pemuda,
'olahi*'aga, dan karang taruna. |

e. -Merijaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat |

dan l_embaga lainnya.

Pasal 7
(1) Sekretans Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan

Sekretanat Desa.

(2) Sekretans Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam b1dang

admlnlstra81 pemenntahan

: (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada’

- ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan sepertl tata naskah,

administrasi surat menyurat, arsip, da_n eksped131

b. Melaksanakan urusan umum sepert1 penataan administrasi_
: perangkat desa, penyedlaan prasarana perangkat desa dan
kantor, penyiapan rapat, pengadmmmtrasmn : _aset,'

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pélayanan umum.

c - Melaksanakan ufu:san_ keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, .administrasi sufnbér-sumb:ér o
pendapatan dan -pengeluaran, verifikasi . a'dministrasi:

" keuéngan, dan administrasi penghasﬂan Kepala Desa,

o Perangkat Desa, 'BPD, dan lembaga pemermtahan desa

lainnya.

d. Melaksanakan urusan perenca'naah 'seperti ' menyu.sun -
-rencéna anggaran pendapatan dan belanja desa,
Mengin{rentaﬁsir data-data dalam rangka pembangunan,':.
me.laklikan. monitoring dan evaluasi progrém, serta.

penyusunan laporan.
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= (4] Selaiﬁ tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

" dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

{2) Kepalé Urusan bertugas membantu Sekretaris Dé_sa dalam’

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi:

1.

wo & W

7.

Melaksanakan urusan Kketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan

ekspedisi.

Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor.
Menyiapkan kegiatan rapat. | |

Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi

aset.
Melaksanakan penyiapan petjalanan dinas.

Melaksanakan pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:

1.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber

pendapatan dan pengeluaran.

Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan

 administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,

BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.




v s

- ¢. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi:

1.

3.

4.

Mengoordinasikan urusan perencanaan - seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa.

. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.

Melakukan monitoring dan evaluasi program.

Melaksanakan penyusunan laporan.

| {4) -Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada_é.yat (2)

dan ayat (3), Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai

pelaksana tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1.

NS 0 A Lo

O o

Melaksanakan manajemen tata praja Pemei'intahan.
Menyusun rancangan regulasi desa.

Pembinaan masalah pertanahan.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
Melaksanakan administrasi kependudukan.
Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah.

Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa ' berdasarkan

: kéwenangan desa dalam bidang pemerintahan. |




b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

1) Melakse_inakan pembangunan sarana = prasarana

perdesaan.

2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan
kesehatan. ' B

3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta  motivasi
masy'arak_a_it di bidang budaya, ekonomi, - politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga, dan karang taruna.
4 Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa dalam bidang pembangunan.
- ¢. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:

1} Melaksanakan penyuluhan. dan motivasi terhadap

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
3 Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya
. masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa  dalam bidang  pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
{4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
| dan ayat {3), Kepala Seksi juga melaksanakan tugas _=1a1'_n yang

diberikan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

" Pasal 10

(1} Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. o

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaéin'upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan

penataan dan pengelolaan wilayah.
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b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam';
' meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat

dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam.
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

(3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang:
diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun juga melaksanakan
tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III -
PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu

Besaran Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat
perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan

Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib
memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, sehingga susunan

- organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

4




Kepala Desa

. Sekretariat Desa, terdiri atas:

1} Urusan Tata Usaha dan Uml_im :

2) Urusan Keuangan

3) Urusan Perencanaan

Seks1, terdm atas

1) Seksi Pemerlntahan

2) Seksi Ke_se‘]ahteraan.

. '3) Seksi Pelayana.n_'

. Kepala Dusun

Pasal 14

Desa Swakarya sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 dapat :

: .mem111k1

@

-‘Susunan orgamsam Pemenntah Desa sebagalmana dlmaksud

- b..

a.

b.

. a.

3 (tiga) Urusan dan 3 (tlga Seksi; atau

2 (dua) Urusan dan 2 (dua} Seksi.

_pada ayat (1) huruf a terdln atas:

Kepa_la Desa

Sekretarlat Desa, terdm atas:

' 1) _Urusan Tata Usaha dan Umum

2) Urusan Keuangan '

'3) Urusan Perencanaan

' _seksi, terdiri atas:

'1) Seks1 Pemerlntahan
2) Seksi Kese_]ahteraan

3) Sek31 Pelayanan

Kepe_ila Dusun




(3) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Kepala .Desa
b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
1) Urusan Umum dan Perencanaan
2} Urusan Keunangan
c. Seksi, terdiri atas:
1} Seksi Pemerintahan
2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

d. Kepala Dusun

Pasal 15

(1} Desa SWadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki
2 (duaj Urusan dan 2 (dua) Seksi.

(2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala Desa
b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
1) Urusan Umum dan Perencanaan
2) Urusan Keuangan
c. Seksi, terdiri atas:
1) Seksi Pemeﬁntahan
2} Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

d. Kepala Dusun

Pasal 16

(1} Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 3
(tiga) Urusan dan 3 (tiga} Seksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.




(2) Bagan susu-nan'ofganisasi Pemerintah Desa yang téfdix‘i atas 2
{dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat {3) dan Pasal 15 ayat (2) sebagaimana tercantum-

- dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagiari Kedua
Tata Cara Pembentukan Organisasi Peineriﬁtah'Desa
| Paragraf1
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang _

Susunan Orgamsas1 Pemermtah Desa

Pasal 17

(1)_"Susunan Organisasi ‘Pemerintah Desa ditetapkan dengan -
Peraturan Desa.

(2 Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisaéi_

Pemenntah Desa sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dlsusun

| oleh Kepala Desa dan dlsampa_tkan kepada BPD untuk dlbahas“

_dan disepakati _bersama._

(3] BPD meriyel_cnggarakan rapat untuk membahas dan
menyepakati bersama - Rancangan Peraturan ‘Desa tentang

Susunan Organisasi Pemerintah Desa bersama Kepala Desa.

- (4) Berdasarkan kesepakatan b;e;r_sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang
Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang' Susunan

: Organ1sas1 Pemerlntah Desa.

| (5)'- Tata cara pembahasan Peraturan Desa sebagalmana dnnaksud
| pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang—
o _uﬁdangan'yang_ m_engatur pedoman penyusunan peraturan di

desa.

Paragraf 2
Evaluas1 Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang

~Susunan Organ1sas1 Pemermtah Desa




Pasal 18

(1) Rancangén- Peraturan Desa tentang Susunan ‘Organisasi
Pemerintah Desa yang __tel.ah disepakati bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa.
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja

-sejak d_isepakaﬁ bersama untuk dievaluasi.

(2) Tata cara evaluasi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang

mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA DAN 'TATA KERJA
Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 19

{1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa bersifat
hierarkhi. '

(2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan

bersifat hierarkhi.

(3} Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi

dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

(4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan
Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedﬁa

Tata Kerja

Pasal 20
- Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tata
kézja yéng meliputi: | |

~a. Hari kerja;




(1)

2

‘Rencana kerja;

- Pelaksanaan kerja;

Administrasi kerja; dan

. .Pelaporan kerja.

Paragraf 1 |
‘Hari Kerja

_.-'Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk

mewujudkan 'asas. tertib penyelenggara pemerintahan, Kepala
‘Desa dan Perangkat: ‘Desa hadir di kantor desa dan

menandatangani daftar hadir kerja.

Penentuan hari kerja diatur dalam Peraturan Desa tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan

mempertimbangkan kondisi desa, kelancaran pelayanan

| masyarakat, kelancaran koordinasi tugas dengan Pemerintah

dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- Pasal 22

| Jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan .
tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana .

dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

'pélayanan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan

~ desa, pembangunan _'d'esa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

: pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 2

Rencana Kerja

Pasal 23




)

2

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk
mewujudkan asas profesionalitas, asas efektivités dan asas
efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Perangkat
Desa wajib menyusun rencana kerja dalam bentuk PKT

Perangkat Desa.

PK_T Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

@

(1)

2

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan'
petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan,
Paragraf 4
Administrasi Kerja
Pasal 25
Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa wajib

melaksanakan administrasi kerja dalam bentuk administrasi

desa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur

- tentang administrasi desa.

Kepala Desa membagi pelaksanaan administrasi desa )
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada Perangkat Desa

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.




)

()

1)

(2)

Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan administrési_
desa oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

agar berjalan dengan tertib.

- Pasal 26

Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa rhenyusun dan
menggunakan naskah dinas sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang naskah dinas Pemerintah

Desa.

Perangkat Desa berkewajiban menyimpan, memelihara dan

mengamankan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

().

Paragraf S

Pelaporan Kerja

Pasal 27

Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas
akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Perangkat Desa wajib menyusun pelaporan kerja dalam bentuk
LPT Perangkat Desa.

LPT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Desa

melalui Sekretaris Desa.

Pasal 28

‘Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas

akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Kepala Desa wajib menyusun pelaporan kinerja dalam bentuk o

LK Kepala Desa.

LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat - ( 1)
disampaikan kepada BPD secara berkala dalam rangka

melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.’




(3) Dalam hal Kepala Desa t1dak menyampalkan LK Kepala Desa '
| - sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) BPD -dapat meminta
'_ kepada Kepala Desa untuk meng1r1mkan LK Kepala Desa. |

Pasal 29

LPT Perangkat Desa dan LK Kepala Desa sebagalmana d1maksud _
dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dlgunakan untuk |

a Bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemermtahan' _ |
-Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

' dan Informa51 Penyelenggaraan Pemenntahan Desa,
3 b Bahan penyusunan PKT Perangkat Desa tahun berlkutnya
c_.'.: Bahan penyusunan perencanaan desa dan / atau

'. :_d.'- :.Bahan pertlmbangan pembenan penghargaan dan sank51
'_ kepada desa dan/atau penghargaan dan sanksi kepada Kepala

Desa dan Perangkat Desa.

" BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati dan Camat Wa_]lb melakukan pembmaan dan
pengawasan terhadap Pemenntahan Desa dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan

o perundang—undangan "

'{'2). Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

" meliputi: o | - |
~a. Memberikan pedoman penyusunan _drganis_asi ‘Pemerintah
Desa; . ' | o

b. Memberikan pedoman tekms PKT Perangkat Desa, _ LPT_
_Perangkat Desa, LK Kepala Desa, ' '

e Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kewenangan -

__desa yang menjadi tugas dan fungs1 Kepala Desa dan"

.

Perangkat Desa, dan-




d. Melakukan evaluas1 organ1sa31 Pemerlntah Desa.

(3) Pembmaan oleh Bupatl sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)"

- huruf a., huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh Tim Pembma B

Desa Kabupaten _sesual denga_n _peraturan = perundang- O

L undangan

{4} Pembmaan oleh Bupat1 sebagaxmana d1maksud pada ayat (2)_

‘hurufe dﬂaksanakan oleh Perangkat Daerah tekms yang bxdang .

tugasnya. berkaitan dengan bldang kewenangan desa.

(5) I_ Pengawasan oleh Bupaﬁ sebagaumana dunaksud pada ayat (1)
| dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungs1

pengawasan

-.(6) Pembinaan oleh Camat sebagainia_na dirna_ksud pada ayat (1), -
meliputi: o |

" a. -Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan -
Organisasi Pemerintah Desa; - -

b. Fasilitasi K.epala Desa dalam 'pengangkatan Perangkat Désé: B
pada jabatan setelah terbentuknya susunan orgamsaS1

Pemerlntah Desa,
c. Faszhtam penetapan hari keij_a_. Pemerintah Desa;

d. Fasilitasi pélaksahaan tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa berupa pemngkatan sumber daya manusia Kepala Desa
dan Perangkat Desa serta pendampmgan teknis pelaksanaan

tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

e 'Fa3111tas1 pelaksanaan tata kerja Pernermtah Desa agar
' beljalan dengan tertlb |

BABVI

KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 31 )

(1) Pengaﬁgkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan

“Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Deéa_ : |

 berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa

¢




- dengan cara pengangkatan u_lahg Perangkat Desa yang telah

 ada.

@

Pengangkatan ulang Perangkat Desa sebageumana dlmaksud-

~ pada ayat (1) dllaksanakan dengan ketentuan

' . a. Sekretaris Desa dltemp_atkan sebagai Sekretaris Desa. -

' b. Kepala Dusun ditempatkan sebagai Kepala Dusun.

 ¢. Kepala Urusan Pemerintahan ditempatkah ‘sebagai Kepala

Seksi Pemenntahan

d. Kepala:Urusan Pembangunan dltempatkan sebagai Kepala _

Seksi Keseg_ahte_raan atau Kepala Seksi Kesejahteraan dan

Pelayanan.

e, Kepala Urusan Umum d1tempatkan sebagai Kaur Tata Usaha '

dan Umum

" f Dalam hal Selufuh jabatan hasil pengangkatan ulang telah

terisi dan ma51h terdapat Perangkat Desa . yang belum
mendapatkan _]abatan Kepala Desa mengangkat yang

bersangkutan sebaga,l Pelaksana Urusan atau Pelaksana

- Seksi.

Kepala - Desa dalam melaksanakan pengangkatan ulang_

' sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) melakukan konsultam

kepada Camat. = -

D_alam-: hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana

: dimak__sud pada- ayat (1) berakhir masa ‘tugas dan belum

_dibei‘hentikan; Kepa,l'a Desa dilarang melakukan p_ehgangk_a_ttan

 ulang Perangkat Desa tersebut.

o __(5)_:

. dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan

Kepéla: Desa waji_b _memberhentikan' Perangkat Pesa yang

 berakhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

Hasil pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana

Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum 'd_ala.m

- Lampiran IIl Peraturan Bupati ini.

4




(2

-3
(4)

(5)

@
@)

v

Perangkat Desa hasil pengangkatan ulang jabatan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) sebelum memang_ki,_l jabatannya di_lar_l_tik__

dengan mengucapkan su’iﬁpah/ janji yang dipandu oleh Kepala
Desa, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Perangkat Desa sebagaimana;' dimaksud pada ayat (2)

‘melaksanakan tugas sampai dengén berakhir masa tugas sesuai

peraturan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Urusan atau Pelaksana Séksi sebagaimana-dimakéud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d mendapatkan hak sebagai

Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal _se_teiah | pengangkatan ulang dan pelantikan
sebagaimana dimaksud 'pad.a ayat (2) terdapat jabatan Perangkat -
Desa yang _Idwong akibat berhenti atau diberhentikan, Kepala
Desa melakukan pehgangkatan Perangkat Desa sesuai

ketentuan f.pé_raturan perundangéundangan, kecuali untuk

. jabatan Peléksana'Uru_san atau Pelaksana Seksi.

PENUTUP
Pasal 33

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa,
pemban'gurian desa, 'pembinaan' kémasyarakatan desa dan
pem_berdayaan 'mésyarakat_ desa, Kepala Desa g dapat
mengadakan tenaga kontrak sebagai Staf Desa sesuai

kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat { 1)'éda1ah untuk .
membantu- Kepala . Urusan, Kepala Seksi, - dan Kepala:

~ Kewilayahan.

Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1')_.t'ic._lak berstatus

sebagai Perangkat Desa.
Pasal 34

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan B |
Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam - -
Pasal 17 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan

Bupati ini diundangkan.




(2) Paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Desa tentang
Susunan Organisasi Pemerintah Desa diundangkan, Pemerintah
Desa melakukan. pengangkatan ulang jabatan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boalemo

D1tetapkan di Boalemo
0KTO8ER 20(9

DARWIS MORIDU
Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal - 22 OlTBE~ 2018
KABUPATEN BOALEMO

Pembina Uta a Madya, IV/ d
Nip. 19650723 198801 1 002

_(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO ’I‘AI—IUN 2018 NOMOR%&



PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN BUPATI -
NOMOR TAHUN 2018
. | TENTANG |
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 1.
- Cukup jelas.
Pasél 2
B _ Cuku'p'jelas.
Pasal_'-3“ |
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 _
Cukup jelas.

Pasal6 =
Cukup j_elas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) | |
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
-~ Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adalah tugas
| kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas | 'fungsi
Sekretaris Desa maupun berhubungan dengan program dan kegiatan
- pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa.




- Pasal 8

Ayat (1)
“Cukup jelas.

Ayat (2) - _
Cukup jelas.

Ayat (3) -
Cukup jelas.

Ayat(4) = | |
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan”f :
adalah tugas kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas
fungsi Kepala Urusan maupun berhubungan dengan program dan kegiatan
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa. -

Pasal 9

Ayat (1)
- Cukup jelas.'
Ayat(2)
Cukup jelas.
Avat (3) .
'Cukup jelas.
Ayat(4) | |
.Yail:g__dimaksud dengan “melaksanakan tugas 'Iain yang diberikan oleh
Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adalah tugas
kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi Kepala
Seks_i ri}aupun berhubungan dengan program dan kegiatén' pemerintahan
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan -desa, dan’
-pemberdayaan masyarakat'desa. '
Pasal 10" |
 Ayat(l)
Ci.lkup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3).




Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh
. Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adaiah tugas
_ :'ked'inasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi Kepala
Dusun maupun berhubungan dengan program dan kegiatan pemerintahan
desa, pembangunan "desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- pemberdayaan masyarakat desa.
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12 | | |
" Tingkat perkembangan desa didasarkan pada hasil pengolahan dan publikasi

data desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur data

| profil desa dan tingkat perkembangan desa.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Desa yang tergolong sebagai Desa Swakarya dapat menentukan susunan
0rgan1sa51 Pemenntah Desa dengan Jumlah 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga)
Seksi atau 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
| Cukup jelas.
Pasal 15
| Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17 -
Cukup jelas.
Pasal 18 |
Cukup _}elas. :

Pasal__ 19
- Ayat (1)




. Yang dimaksud dengan “bersifat hierarkhi” adalah hubungan kerja antara
' 'Kcﬁala" Desa sébagai atasan dan Selcrétaris_ Desa sebagai bawahan.
Ayat (2) | |
_ Yang dimaksud dengan “bersifat hierarkhi” adalah hubungan kerja antara

Sékretaris Desa sebagai atasan dan Kepala Urusan sebagai bawahan.

. Ayat(3)
L Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif’ adalah hubungan kerja yang
' tid_ék ‘bersifat atasan-bawahan, namun bersifat kerja sama dalam
'pélakSanaan tugasnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah hubungan kerja yang

tidak bersifat atasan-bawahan, namun bersifat Kkerja sama dalam

pelaksanaan tugasnya.

Pasal 20 |
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggara pemerintahan” adalah
asaé yarig menjadi landasan keteratura_ﬁ',' keserasian, dan keSeimbangan

dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan “hadir di kantor desa” adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa datang di kantor desa pada kesempatan pertama dan
Sel_anjutnya melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
Ayat (2) _
Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah termasuk pengaturan mengenai
' jam kerja. | ]
Pasal 22 |
. Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat(l) |
Yé_:_lg dimaksud dengan “asas profesionalitas® adalah asas yang
‘mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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~s

Yang d1maksud dengan “asas efektivitas” asas yang menentukan bahwa

setlap keglata_n yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tu_]uan yang

diinginkan masyarakat Desa.

 Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” asas yang menentukan bahwa

- setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan

tujuan.

“Ayat (2)

Pasal 24

- Cukup jelas.

Cukup _]elas

Pasal 25

Ayaﬁ (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) -
- Cukup jelas.

Ayat (3)

- Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan administrasi, Sekretaris

Desa melakukan evaluasi realisasi pelaksanaan administrasi" tiap-tiap
Perangkat Desa, meneliti, mengoreksi serta berwenang untuk memberikan
pengarahan, instruksi sehingga pelaksanaan administrasi desa berjalan

dengan tertib.

Pasal 26
Ayat (1)

Setiap Perangkat Desa berkewajlban untuk memahami dan menguasai
ketentuan mengenai naskah dinas Pemerintah Desa serta mampu
menggunakan naskah dinas dengan baik dan benar untuk mendukung

pelaksanaan tugasnya.

Ayat (2)

Pasal 27

Penylmpanan, pemeliharaan dan pengamanan naskah dinas wajib

dilakukan di kantor desa dengan menggunakan sarana prasarana yang
disediakan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,

5




_da.n tldak dlsknmmatlf tentang penyelenggaraan Pemenntahan Desa _:ﬁ

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang—undangan

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” asas lyang méne'ntukan bahwa
set1ap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemermtahanf
" Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat(2)
~ Cukup jelas.

~ Pasal 28 o

Ayat (1) |

| Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri
ter.hé._dap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) _ _
Sesuai peraturan perundang—undangan, BPD mempunyai fungsi
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan kinerja oleh BPD
kepada Kepala Desa. dilaksanakan antara lain dengan menerima dan
mengevaluasi Laporan Kinerja Kepala Desa.
Ayat (3)

Permintaan kepada Kepala Desa oleh BPD disampaikan secara tertulis.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

| Hurufb |
Cukup jelas.

Hurufc




_Yan.g _dimaksud dengan “bahan pehyusunan _perencanaan desa” adalah _. _
bahan Lintuk penyﬁsunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, :
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Hurufd | |
Yang dimaksud dengan “penghargaan dan sanksi kepada desa” adalah
_ penghargaan dan sanksi - ‘yang bersifat kelembagaan dan buka_n_

' penghargaan mdmdual mlsalnya Bantuan Keuangan kepada desa.

. Yang dlmaksud dengan “penghargaan dan sanksi kepada Kepala Desa dan L
,-Perangkat Desa” adalah penghargaan dan sanksi yang bersifat individual.
 Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Hurufa
_' Cukup jelas. |
Hurufb

Yang dlma_ksud dengan pedoman tekms adalah sekurang—kurangnya_

' memuat format, ruang lingkup, dan tata cara penyusunan PKT, LPT,
LK. '

Hurufc

| Yang dlmaksud dengan pembmaan teknis” adalah pembinaan dalam N
" bentuk penyedlaan data dan . mfonnasu pembenan pedoman teknls
operasmnal pendampingan teknis dan upaya pembinaan lamnya untuk

- kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.
Hurufd
_Cukup jelas.

Ayat (3) _
Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pembina Desa dllaksanakan
sesuai derigan peraturan perundang- -undangan yang mengatur pembinaan

~desa.

Ayat (4) |
_Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah teknis” adalah Perangkat |

- Daerah Kabupaten yang - bidang tugasnya berhubungan dengan

'_kewenangan desa yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Desa dan
-Perangkat Desa. Contoh:



Pembangunaﬁ pertanian desa adalah salah satu kewenangan lokal berskala '.

desa di Bidang Pémbangunan yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Seksi

Kesejahteraan Untuk melaksanakan tugas dan fungsu tersebut Kepala

. Sek51 KeSEJ ahteraan

.:M_enyusun- Program Kerja Tahunan (PKT) yang memuat renc_;ana'keﬂa

pembangunan pertanian desa;

_ Menjalankan PKT selama 1 tahun;

: Melaksanakan admmlstram desa di Bidang Pembangunan untuk

mencatat data—data informasi dan dokumentasi pelaksanaan

pembangunan pertanian desa; dan

: Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) di Bidang Pembangunan,

- termasuk capaian kinerja pembangunan pertanian desa.

Untuk kelancaran tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dimaksud, maka

:Perangkat Daerah Kabupaten ‘yang membidangi pertanian melakukan

_ pembmaan teknis:

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

-Huruf a

" Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyusunan Peraturan Desa”

. meliputi:

B Mengajarkan tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Mendampingi pada saat penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Meneliti dan mengoreksi rancangan Peraturan Desa.

- Mendampingi Pemerintah Desa pada saat evaluasi rancangan

Peraturan Desa  serta membantu memberikan penjelasan yang
dibutuhkan. B

- Kegiatan lain yang dibutuhkan agar penyusun Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dapat berjalan lancar,

baik dan benar

Huruf b

: VYang dlmaksud dengan “fasilitasi Kepala Desa dalam pengangkatan

Perangkat Desa” adalah fasilitasi dalam rangka pengangkatan jabatan

perangkat desa untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa

tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

;




Pasal 31

- “Se_dangkah faSﬂitas'i pengangkatan Perangkat Desa dalamn hal terdapat -
| jabatan Perangkat Deéa yang iowong disebabkan Perangkat Desa
berhenti  atau 'dibei‘hentikan, dilakukan menurut - mekanisme
."pengangkatan: Peraﬁgkét Desa:' sesuai dengan peraturan perundang—

-undangan vang men'gatur pengangkatan Perangkat Desa.
Huruf c |

| Cukup Jelas |

. Fasilitasi pelaksariaan” .tugaé I_ Kepala Desa dan Perangkat Desa
o dllaksanakan dalam rangka perwujudan salah tugas Camat dalam

-.pémbinaan' desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang

' -bertujuan untuk kelancaran tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

'_-Fasﬂ1ta31 _ berupa pemngkatan sumber . daya manusm “dan’
_ pendampmgan teknis pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat

- -Desa dllakukan antara lain melalui:

'_ - Kegiatan bimbingan teknis sesuai program dan kegiatan kecamatan.
- Keglatan konferensi dinas.
- Keglatan kunjungan pembmaan ke desa.

- Kegiatan lainnya yang dlperlukan untuk kelancaran tugas dan fungsn

Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hurufe.

'Féé'il.i.ta.lsi pelaksanaan “tata kerja dilakukan agar Kepalé_t Desa dan

'Perangkat Desa mampu melaksanakan ketentuan hari kerja, daftar

' :hadlr kerja, rencana kerja, pelaksanaan ketja, admlmstram kerja, dan-

. pelaporan ktea dengan baik dan benar.

o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

| Kedudukan Sekretans Desa yang berstatus Pegawal Negeri S1p11 dlatur
menurut peraturan perundang—undangan yang diterbitkan Pemenntah
dan / atau Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentlan _

, Perangkat Desa

Huruf b




?‘,.

_Cukﬁp_ jelas.
I—quuf c '_ |

| 'Cukup jelas.
Huruf d

J abatan Pelaksana Urusan dan Pelaksana Seksi dibentuk hanya selama
~ masa perahhan untuk Perangkat Desa yang tidak terangkat pada

Jabatan baru dalam susunan organisasi Pemerintah Desa yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Ayat (5) N

Cukt;_lp jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan adalah masa tugas hingga usia telah genap 60 (enam puluh) |
tahun '

Ayat (4) .
Cukup jelas,

. Ayat (5) _ _ _
Dalam' hal Pelaksana Urusan atau Pelaksana Sek31 berhentl atau
' d1berhent1kan rnaka tidak dllakukan pengangkatan Perangkat Desa untuk
Jabatan tersebut karena jabatan Pelaksana Urusan dan Pel_aksa_na Seksi
bersifat sementara pada masa peralihan, serta mengingat fo'rmaéi jabatan
_Pé.rangkat Desa menurut peraturan perundang-undangan hanya terdiri
.. atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepéia Dusun. |

: _-Pasal_33 |

Ayat (1), -
Cukup jelas.




¥y

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
' Tugas dan fungsi serta hak Staf Desa d1laksanakan berdasarkan pedoman
yang dlatur oleh Pemenntah Kabupaten | '

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas. .




'TAHUN

CONTOH FORMAT LAMPIRANI
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 52 'm&um .zo(&

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KEMA PEMERINTAH DESA

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN

(nama terang)

KEPALA DESA
|
SEKRETARIS DESA
[ 1
.. KEPALA URUSAN KEPALA KEPALA
TATA USAHA DAN URUSAN URUSAN
UMUM KEUANGAN PERENCANAAN
KEPALA
SEKSI
PELAYANAN
KEPALA DUSUN
KEPALA DESA .....,
tanda tangan




CONTOH FORMAT LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR TENTANG- SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SI__JSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA
|
SEKRETARIS DESA
" KEPALA URUSAN [ xepaLa
UMUM DAN URUSAN
PERENCANAAN | KEUANGAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN DAN
PELAYANAN
KEPALA
DUSUN
KEPALA DESA .....,

tanda tangan

(nama terang)



.
Ry :

CONTOH FORMAT LAMPIRAN 1

NOMOR :
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A.

: PERATURAN BUPATL BOALEMO

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN ULANG
DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

TENTANG

- PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

Menimbang : -

~ Mengingat

e KEPALA DESA ........... )

. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah
- Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun

.. tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan ulang
Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa
tugas ke dalam jabatan baru. '

. ‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan ... Peraturan Bupati Boalemo Nomor ... Tahun ...

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagalmana telah - diubah dengan-
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; |
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerlntah
Desa; - ,
Peraturan Bupati Boalemo Nomor ... Tahun tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

 KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... TENTANG

- PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT_;

DESA.

Mengangkat Perangkat Desa'yang namanya tercantum dalam. =

kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke
dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampn—an Keputusan Kepala

- Desa ini.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 [enam
puluh) tahun

Perangkat Desa sebagmmana dimaksud dalam Diktum Kesatu
Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap,
tunjangan. dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

¢ Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .......
pada tanggal

KEPALA DESA .......
Cap dan tanda tangan

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat ..

2. Ketua. BPD ........... :



T ’
LV

' CONTOH FORMAT LAMPIRAN
' KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR o _ . -
TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

- NAMA DAN TANGGAL LAHIR

KETERANGAN |

NO: JABATAN LAMA | JABATAN BARU
1. 2 - T 4 5
1 ...--. (nama lengkap) - creresasessnnssiiane | siesiieeee e
B . (tanggal lahir) - (jabatan lama) | (jabatan ' sesuai
B ) SOTK baru)
2. | .. (namalengkap) . | e ] eee everrneerarerans
... (tanggal lahir) (jabatan lama) | (jabatan sesuai
o : ‘SOTK baru)
3. |...... (nama lengkap} tresareescanenensvones | sreeseraseasaseseneenes
) v.vin. (tanggal lahir) {jabatan lama) - (jabatan sesuai
o SOTK baru)
4, | dst. ' '
KEPALA DESA .......

Cap dan tanda tangan :

- (hama terang)




CONTOH FORMAT 'PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGAN GKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........... |

NOMOR ..oiiiiiiiiiinniiiciiiiins
' - TENTANG '
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA erereiens R
Menimbang . dst.
Mengingat : dst.
R : MEMUTUSKAN:_ _
. Menetapkan : KEPUTUSAN ~ KEPALA  DESA ... ... . TENTANG
' ' PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT -
i DESA.
KESATU  : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam

kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke -
dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar
sebagmmana tercantum dalam Lamplran Keputusan Kepala

. : Desa ini.
KEDUA  : Perangkat Desa sebagalmana dimaksud. pada Diktum Kesatu
- . melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam
pulubj tahun.
KETIGA . Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasﬂan tetap,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang 3
bersangkuta.n _ _ '
Ditetapkan _di .......
pada tanggal S
KEPALA DESA ....... -
Ttd.

(nama terang) :
SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada '
Yth. 1. Camat .. N

2. Ketua BPD PRI

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALADESA ..............
'Cap_ dan tanda tangan
(nama terang) |

K_epada t AL vivveerssseseseserensernss (nama perangkat desa) -




CONTOH FORMAT LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA .
NOMOR - . o N
' TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NQ | NAMA DAN TANGGAL LAHIR | JABATAN LAMA | JABATAN BARU KETERANGAN
1 : : 2 ' 3 4 : .5
1. jdst.
1. F (hama lengkap) | i, TR
(tanggal lahir) | (jabatan lama) | (jabatan sesuai
- BRI o SOTK baru)
3. | dst.
PETIKAN sesuai dengan aslinya KEPALA DESA .....
an. KEPALA DESA ....... eveees -
SEKRETARIS DESA ........... -

Cap dan tanda tangan o
: S (hama terang}

{nama t.erarig')




